
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   \S  TAHUN   2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR      I
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAI+MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang      :     a,   bahwa  dalam   rangka-  mewujudkan  penyelenggarqan
pelayanan   terpadu   satu   pintu   sesual   dengan   azas
penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  dan  gL]na
mewujudkan  kepastian, hak  dan  kewajiban  berba8ai

:eihti:Eyanpge:;reT:itfernaganppee|:;:1:=ggarapaunb|pflay=fjTb
menetapkan      Standar      Pelayanan      dan      Standar
Operasional Prosedur Pelayanan;

b.   bahwa     berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati    tentang    Standar    Pelayanan    dan    Standar
Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan;

Mengingat         :     1.   Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2007    tentchg
Penanaman     Modal     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor  67, Tambahan I-embarari
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;                        I

2.   Undang-Undang    Nomor    35    Tahun    2007    tentang
Pembentukan    Kabupaten    Kubu    Raya    di    Provinsi
Kalimantan      Barat      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia    Tahun     2007     Nomor     101,     Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751 ) ;

3.   Undang-Undang         Nomor         25         Tahun         2009
tentang  Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia     Tahun     2009     Nomor     112,     Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NorIlor 5038};

4.gen:=-&n:an8Da¥r°=°r(Le2£b::unNeg2£:4R:epnutb¥E

Indonesia     Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)
sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan   Kedua   atas   Undang-Undang   Nomor  i 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah   (I.embalan
Negara   Republik   Indonesia   Tahun`  2015   Nomor   58,
Taji:ibafiafi Leffibar-a±'i Negara Republik- Ifidonesia Noinor
5679);



5  :i::t:i:¥:ar:a:¥eanpeRr:o:m=:kg::;£aeEs:a 2.gaih:::en:o#:

Nomor 221 ) ;

6.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021   tent#g
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis

#t::raraLn5,N?8=:ahRipubLeL±kmb[:d=nefr£:g::huRnep:8
Indonesia Nomor 6617) ;
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Pedoman   Standar  Operasional  Prosedur  Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Repubhik Indonesia Tall+n
2012 Nomor 649);

8;ii3o=i=:Ee±otd±£:::]g;=o:nni5:::A£=£aetga%r¥:::p:udrFg

Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6 1 5) ;
9.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   138   TahLn

2017  tentang Penyelenggaran  Pelayanan Terpadu  Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor  1956);

10. Peraturan  Menteri  Pekeljaan  Umum  dan  Perumahan
Rakyat  Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan

E:#=daanBerpbra°sd£:kRe:]PkdoasepfnoyreLeen±¥H=gu;:¥a
Perumahan  Rakyat  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021  Nomor 266);

11. Peraturan  Daerah   Kabupaten   Kubu
Tahun   2013   tentang   Penanaman M%ayala  (#ommboala:
Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2013  Nomor  6,
Tambahan  I.embaran  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya
Nomor  16);                                                                                                  I

Menetapkan PERATURANMEB::::|S:ENNTANG   STANDAR   pELAyANAN &
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN
NONPERIZI NAN.                                                                                        I

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengarl:
1.   Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
i:   ;eui.e='n-tin~~b;Jri=r~a-a-a-lil-~3ib-;a-  sebqgai   unsur  penyelengga+

Pemerintahan     Daerah     yang     memimpin     pelaksanaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.   Bupati adalah Bupati Kubu Raya.



4.   Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintut-:eT;:jurtnc;`aar`dTsi=glk;v;uE;;`Muinars::`aa|yflg;n::rE::L=t=#otdua|ydaifnif
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Pelayanan Telpa.du Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

peraturan   perundang-undangan   bagi   setiap   warga   negara
penduduk atas  barang, jasa dan/atau  pelayanan administratif
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.6  i;¥;¥n¥uEkbak:::;:;[¥pa:::e::e;n¥y:an¥gspt:t]§L:n,:udE::e:1:¥¥::::k:%::g:E

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

8   I:¥L:p:=u:ni=tk: p:k;ja:d:i=s€d:¥ourmane:e:a=u=uk:=£:ualsi;ss:E:;dsk;j];u:I
kegiatannya.

9.tNeolfnepnetfi:=an;£infanp::t::#a¥`d¥£t::%`:;:nbdu¥Tengdal¥ta8:n;ta!
sahnya  sesuatu  kepada  seseorang  atau   sekelompok  orang  dalani
kemudahan   pelayanan   dan   informasi   sesuai   dengan   ketentuan
peratu ran perundang-undangan.

10. Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  Berbasi;
Reslko     (Onlt:ne     Single     SubTr[issiorL    Risk-Based    Approach)    yang
selanjutnya   disebut   Sistem   OSS-RBA   adalah    sistem   elektronik
terintegrasi  yang  dikelola  dan  diselenggarakan  oleh  Lembaga  OSS+`.,s;:
RBA untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

11. Sistem  lnformasi  Manajemen   Bangunan  Gedung  yang  selanjutn
disingkat    SIMBG    adalah    sistem    elektronik   berbasis    tueb   yang

8`;gfufganRe::::a:|=:anB¥gka:,r°:=Ppeennydeie:a8n8narda£=LipGd'ensgLaFi
informasi terkait penyelenggaraan bangunan Gedung.

12. Persetujuan   Bangunan   Gedung   yang   selanjutnya   disingkat   PBG
adalah  Perizinan  yang  dikeluarkan  dari  pemerintah  kepada  pemilik
sebuah    bangunan   gedung   atau    perwakilannya   untuk   memulai
pembangunan,   merenovasi,   merawat,   atau   mengubah   bangunarl
gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.                                   I

13. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF` adalah sertifikat
yang dikeluarkan  dari  pemerintah  kepada pemilik  sebuah  bangunah
gedung atau perwakilannya sebagai pemyataan bahwa bangunan yang
bersangkutan  laik  fungsi  dan  dapat digunakan  dengan  benar  sesuai

14. ;eunrca=naLukti    Kepemi|ikan    Bangunan    Gedung   yang    Selanjutnyl
disingkat  SBKBG  adalah  surat  tanda  bukti  yang  dikeluarkan  dai

untuk Publik berupa sistem c!oud yang dapat digunakan oleh instans
pemerintah secara gratis.



16. Standar  Pelayanan  adalah  tolak  ukur  yang  dipergunakan
pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian
pelayarran    sebagai    kewajiban    dan   janji    penyelenggara
masyarakat  dalam  rangka  pelayanan yang berkualitas,  cepat,
teljan8kau, dan terukur.

17. Standar  Operasional  Prosedur  adalah  serangkaian  instruksi  tertuli§
aktivita!yang dibakukan mengenai berbagal proses penyelenggaraan

organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan,  dimana dan ole
siapa dilakukan.

18. Nomor   Induk   Berusaha   yang   selanjutnya   disingkat   NIB   adal
identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS-RBA .

19. Kalsifikasi Baku Lapangan Indonesia yang selanjutnya disingkat
adalah  pengklasifikasian  aktivitas/kegiatan  ekonomi  Indonesia  yang
menghasilkan   produk/outptJt,   baik   berupa   barang   maupun  jas4,

KBVI
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berdasarkan    lapangan    usaha    untuk    memberikan    keseragam
konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembang
dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

::i±:k:D§a%:;S;y:¥d¥mss£±n,:S;¥tha;:::::§;ii8gd¥:iF:o::a:£±i¥=biii¥¥:]t±S±::i:
proses   operasional,   akuntansi,   finansial,   administrasi,   te]mologr,
audit,   pengolahan   data,   pajak,   legal,   pembelian,   keamanan   dab
kegiatan personalia tanpa interaksi dengan pelanggan.

(1)PeraturanBupatlinidimcksu::=:ntukmenyusun,menetapkand|n
menerapkan  Standar  Pelayanan  dan  Standar  Operasional  Prosedur
untuk     setiap    jenis     pelayqrpri     sebagai     tolak     ukur     dalafn
penyelenggaraan pelayanan penzinan dan nonperizinan.

(2)  Tujuan   dibentuknya   Peraturan   Bupati   ini   untuk   meningkatkan
kualitas    pelayanan    publik,    sehingga    pelayanan    perizinan    dan
nonperizinan  menjadi  semakin  cepat,  mudah,  teljangkau,  aman  dan
terbuka kepada masyarakat.

BAB  11
PRINSIP

Pasal 3

(1)   Dalam  penyusunan,   penetapan  dan  penerapan   Standar  Pelayanap
dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
a.   sederhana,   yaitu   standar   pelayanan   yang   mudah   dimenge

mudah   diikuti,   mudah   dilaksanakan,   mudah   diukur,   deng
prosedur yang jelas dan biaya teljangkau bagi masyarakat maup
penyelenggara;

b:?¥P¥a:d[im=a:Siudara¥:a::¥ense¥:hack=::r:gtd:¥±¥:m=€n:n#S

hasil kesepakatan;
c.   akuntabel,  yaitu  hal yang  diatur  dalam  standar pelayanan

dapat  dilaksanakan   dan   dipertanggungjawabkan   kepada
yang berkepentingan ;



d.   berkelanjutan,   yaitu   standar   pelayanan   harus   terus-menerus
dilakukan   perbaikan   sebagal   upaya   peningkatan   kualitas   da+
inovasi pelayanan ;                                                                                           I

e.   transparansi,   yaitu   standar   pelayanan   dapat   dengan   muda+
diakses oleh masyarakat; dan

If.    keadilan,    yaitu    standar   pelayanan    harus    menjamin    bahwa
pelayanan  yang  diberikan  dapat  menjangkau  semua  masyarakat
yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografls, dan perbedaah
kapabilitas fisik dan mental.

(2)  Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Operasional Prosedur
dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
a.  kemudahan dan kejelasan, yaitu Prosedur yang distandarkan haru+

:;:a:tu:e%gaanhankanmubda:s:£s=::±e:try£¥Ls£:eara:ei::):Lffusde£H\
pelaksanaan tugasnya;

Ib.  efisien  dan  efektivitas,  yaitu  prosedur  yang  distandarkan  haruS
merupakan  prosedur yang paling  eflsien  dan  efektif dalam  proses
pelaksanaan tugas;

Ic.  keselarasan,   yaitu   prosedur   yang   distandarkan   harus   selaras
dengan prosedur standar lain yang terkait;

d.  keterukuran,  yaltu  keluaran  (outryut)  dari  prosedur-prosedur yang
distandarkan   mengandung   standar   kualitas   atau   mutu   baku
tertentu yang dapat diukur pencapaiari keberhasilannya;

e.€`:np¥£Std£¥=:tuufsedduern;=gfe£3tu¥udharankanpehn=id=n8anku=Pfit

pelayanan  yang  berkembang  dalam  penyelenggaraan  administrasi
pemerintahan;

f.   berorientasi   pada   pengguna   atau   pihak   yang   dilayani,   yaitu
prosedur  yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan
pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;

9.   kepatuhan   hukum,   yaitu   prosedur   yang   distandarkan   harus
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h.   kepastian   hukum,   yaitu    prosedur   yang   distandarkan   harus
ditetapkan  oleh  pimpinan  sebagai  sebuah  produk  hukum  yaLng
ditaati,  dilaksanakan  dan  menjadi  instrumen  untuk  melindungi
aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

BAB Ill
KOMPONEN STANDAR

Pasal 4                                                            ,

(1)  Komponen     Standar     Pelayanan     yang     terkalt     dengan     prosed
penyampaian  pelayanan (serrice poa.rit/c!ezez/erg) meliputi:                          ,
a. persyaratan;



b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
c. jangka waktu pelayanan;
d. biaya/ tarif;
e. produk pelayanan; dan                                                                                   I
f. penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

(2) Komponen Standar Pelayanan yang terkalt dengan proses  pengelolaa]i
pelayanan (ma"t/Zzchtn.I.+g) meliputi:
a. dasar hukum;
b. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
c. kompetensi pelaksana;
d. pengawasan internal;
e. jumlah pelakcana;
f.  jaminan pelayanan;
9. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
h. evaluasi kinelja pelaksana.

(3) Komponen Standar Operasional Prosedur meliputi:
a. nomor standar operasional prosedur;
b. jenis perizinan dan non perizinan;
c. dasar hukum;
d. prosedur;
e. lama proses;
f.  biaya; dan
9.  crtJ;giv±.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR

Pasal 5
I

( 1)  Standar pelayanan untuk perizinan dan nonperizinan meliputi:
a. standar pelayanan yang melalui sistem OSS-RBA;
b. standar pelayanan yang melalui SIMBG; dan
c. standar pelayanan yang melalui Sicantik.

(2)  Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  sebagaimana
tercantum   dalam   Lampiran   I   sampai   dengan  -Lanpiran   Ill
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)  Standar  Operasional   Prosedur  untuk  perizinan   dan   non   perizinan
meliputi:
a. Standar Operasional Ptosedur yang melalui sistem OSS-RBA;
b. Standar Operasional Prosedur yang melalui SIMBG; dan
c.  Standar Operasional Prosedur melalui Sicantik.

(2)  Standar  Operasional  Prosedur  yang  melalui  sistem  OSS-RBA     dan
SIMBG  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b
berpedoman  pada  ketentuan   sebagajmana  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Pekeriaan Umum dan
Perumahan  Rakyat  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat.



(3)  Standar  Operasional   Prosedur  yang  melalui   Sicantik  sebagaimani
dimaksud   pada  ayat   (1)     huruf  c   sebagaimana  tercantum   dalam
Lanpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisakan darn Paraturari
Bupati ini.                                                                                                                              I

pasal 7                                                                   I

(1)  DPMFTSP   dan   Dinas   Teknis   melakukan   monitoring   dan   evaluasi

t2,i:±:jo±gp:1:T=kan:v=:::L=:;aagp;;a;=an=Ld=T#as:u;::::::;rz:as±n±
Prosedur.

berkelanj utan.                                                                                                          I
(3)  Dalam  monitoring  dilakukan  penilaian  terhadap  Standar  Pelayanal

yang   sudah   disusun   agar   dapat   dilaksanakan   dengan   baik   dan
dilakukanidentrmasifaktoryangmenunjangkeberhasilandanfakto|
penghambat.

(4)  Hasil  monitoring dijadikan  bahan  evaluasi  dalam  penerapan  Standa+
Pelayanan,   peningkatan   aktivitas   serta   kinerja   dalam   pelayanan
perizinan dan non perizinan.

(5)  Monitoring Standar Operasional Prosedur dilaksanakan secara reguler
setiap 6 (enam) bulan sekali.

(6)  Pelaksanaan  monitoring  secara  umum  melekat  pada  saat  Standa+
Operasional  Prosedur  dilaksanakan  oleh  DPMFTSP  dan  Dinas Teknis
terkait.

(7)  Evaluasi  Standar  Operasional  Prosedur  secara  reguler  dilaksanakan
dalam  kurun  waktu   6   (enan)   bulan  dan   secara  insidentil  dapat
dilakukan sesuai kebutuhan.                                                                            I

I

I

Pasal 8

(I)  Monitoring     sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     7     ayat     (1)
dilaksanakan secara reguler setiap 6  (enam)  bulan dan  secara umund
dilakukan   pada   saat   Standar   Operasional   Prosedur   dan   Standar
Pelayanan dilaksanakan.

(2)  Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan secara
bersama-sama dengan tim teknis.

(3)  Evaluasi   terhadap   hasil   monitoring   Standar   Operasional   Prosedur
dilaksanakan   secara   reguler   setiap   6   (enam)   bulan,   atau   dapat
dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan.

BAB  V                                                                                 I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
I

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a.   Keputusan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  437/DPMPTSP/2019   tentang

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanamanl
Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu;                                                     I

b.   Keputusan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  1003/DPMPTSP/2020  tentang(
Standar operasional prosedur perizinan dan Nonperizinan;                       t

c.    Keputusan  Bupati  Kubu   Raya  Nomor  444/DPMPTSP/2021   tentang:
Perubahan atas Keputusan Bupati Kubu  Raya Nomor  1003/DPMPTSpi
tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan; dan :

d.   Keputusan  Bupati  Kubu   Raya  Nomor  499/DPMPTSP/2021   tentang|
Perubahan    Kedua    atas    Keputusan    Bupati    Kubu    Raya    Nomori
1003/DPMPTSP tentang Standar Operasional  Prosedur  Perizinan  dan
Nonperizinan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.                                                                  I
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RIS DAERAII KABUPATEN KUBU RAYA,

IZAM
ERAI+ KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN   2022 NOMOR ,!,a;


